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PERSEMBAHAN
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1. Kedua orang tuaku, Bapak Suroto dan Ibu Nurhayati yang selalu memberikan

do’a dan dukunganya hingga saat ini;

2. Guru-guru dan dosen-dosenku mulai TK sampai perguruan tinggi;

3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
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MOTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari

satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.1

Orang yang menginginkan impianya menjadi kenyataan, harus

menjaga diri agar tidak tidur.2

1 Winston Chuchill
2 Richard Wheeler
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RINGKASAN

Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Pembangunan saluran Drainase Pada

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember; Yoga Firmansyah, 110903101064;

2015: 58 halaman; Program Studi D III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi

Universitas Jember.

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dan

diatur dalam undang-undang dengan tiada mendapat kontrapretasi secara langsung

dan digunakan untuk kepentingan umum. Pajak merupakan sumber pendapatan

terbesar bagi negara, salah satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah jasa

pembangunan yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

yang melakukan kegiatan penggunaan jasa maka Pengusaha Kena Pajak (PKP)

bertindak sebagai pemotong, Pengusaha kena Pajak (PKP) juga melakukan

penyetoran dan pelaporan sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Keuangan

Negara Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008.

Kegiatan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) meliputi:

1) Membantu tugas administrasi, rekapitulasi dan mencocokan pembukuan

pembelanjaan alat tulis kantor.

2) Untuk mengetaahui kegiatan perpajakan yang ada di kantor dan mengetahui

undang-undang dan peraturan perpajakan yang digunakan khususnya pada Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi.

Dalam proses penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat

(2) atas jasa pembangunan saluran drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Jember telah menggunakan tarif yang sudah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Pengenaan tarif pajak penghasila pasal 4 ayat (2)
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atas jasa pembangunan saluran drainase dikenakan tarif 2% karena penyedia jasa

CV. Kianda tergolong badan usaha kecil.

Penyetoran pajak ke Bank persepsi dengan membawa Surat Setoran Pajak

(SSP), untuk mendapatkan tanda tangan dan stempel pada Surat Setoran Pajak (SSP)

dan SSP lembar 4 diserahkan ke Bank. Setelah melakukan penyetoran bendahara

pengeluaran melakukan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dengan

melampirkan bukti potong PPh pasal 4 Ayat (2), SSP lembar ke-2 dan ke-3 dan SPT

masa PPh pasal 4 ayat (2). SSP lembar ke-1 dan ke-5 digunakan sebagai arsip oleh

bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember. Dilaksanakan

dengan Surat Tugas Nomor 585/UN25.1.2/SP/2015, D III Perpajakan Jurusan Ilmu

Addministrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Jember.
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1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara besar dengan penduduk yang padat, besarnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipenuhi dari berbagai

sektor yang ada di Indonesia. Salah satu sektor penunjang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) adalah dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan

terbanyak diperoleh dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain sperti

minyak bumi dan gas, pariwisata dan perdagangan yang dapat memberikan kontribusi

dalam pendapatan Negara, sampai saat ini sektor pajak masih tetap memiliki nilai

besar bahkan mengalami kenaikan serta sampai menembus prosentase terbesar

dibandingkan dengan sektor lainya.

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara dengan bersifat

mengikat dan diatur dalam undang-undang tanpa mendapatkan kontrapretasi secara

langsung. Pajak dibagi menjadi dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah,

meskipun pajak terbagi menjadi dua hal itu tidak akan merubah fungsi pajak, yang

membedakan hanya jenis pajaknya. Iuran pajak yang sudah masuk kedalam kas

negara akan digunakan untuk mendanai kepentingan umum seperti fasilitas umum.

Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara, yang meliputi pajak pusat ialah Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan pada subjek

pajak yang bersangkutan. Dengan demikian pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan

kepada subjek pajak lain. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang
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diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak pengahasilan dapat dikenakan tidak

hanya pada penghasilan orang pribadi, melainkan juga dikenakan pada kegiatan sewa

dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak

Penghasilan.

Saat ini negara sedang melakukan pembangunan secara besar-besaran, seperti

pembangunan fasilitas umum. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut

dibutuhkan jasa konstruksi yang telah disediakan oleh penyedia jasa. Penyedia jasa

konstruksi tersebut berasal dari orang pribadi maupun jasa dari perusahaan yang

sudah memiliki kualifikasi masing-masing, sehingga tarif yang akan dikenakan

berbeda-beda. Karena dalam jasa konstruksi memiliki beberapa jenis tarif, tarif-tarif

yang berlaku telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2008.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember adalah salah satu kantor dinas

milik pemerintah yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di daerah

Jember. Kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember antara

lain seperti jalan-jalan provinsi, jembatan untuk penghubung antar daerah dan saluran

drainase untuk sistem irigasi dan pencegahan banjir. Setiap tahun Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Jember memiliki Rencana Strategis untuk pembangunan jangka

panjang yang akan dilakukan pembaruan setiap tahunya.

Selain melakukan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Jember juga melakukan kegiatan perpajakan antara lain PPh 21, PPh 22, PPh pasal 4

ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semua jenis tersebut adalah pajak pusat,

Dinas PU melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya sendiri.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3

Tabel 1.1 Jumlah pajak yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

Tahun 2012-2014

Tahun
Jumlah Pajak Penghasilan

PPN
PPh 21 PPh 22 PPh pasal 4 ayat 2

2012 Rp. 23.652.645 Rp. 114.566.084 Rp. 1.373.593.495 Rp. 7.659.589.706

2013 Rp. 334.558.132 Rp. 43.124.626 Rp. 1.451.184.236 Rp. 7.530.275.346

2014 Rp. 240.914.727 Rp. 85.639.411 Rp. 1.928.311.282 Rp. 9.684.788.219

Penulis memilih melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Jember karena di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

mempuyai jenis pajak yang beragam seperti PPh 21, PPh 22, PPh pasal 4 ayat (2) dan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga penulis ingin mengetahui tentang

mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan

oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember tentang PPh Pasal 4 Ayat (2).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak atas

penghasilan sebagai berikut:

1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan

surat hutang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada

anggota koperasi orang pribadi;

2) Penghasilan berupa undian;

3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan

penyertaan modal pada perusahaan pasanganya yang diterima oleh perusahaan

modal ventura;

4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan,

usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan;

5) Dan penghasilan tertentu lainya, yang diatur dan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.
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Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang ada pada Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Jember adalah jasa konstruksi atas pembangunan saluran

drainase, pembangunan jembatan dan pembangunan jalan. Pada tahun 2014 Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Jember melakukan pembangunan dengan jumlah nilai

kontrak sebagai berikut:

Tabel 1.2 Daftar Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Jember Tahun 2014

Objek PPh Pasal 4 Ayat (2) Jumlah Nilai Kontrak

Pembangunan Saluran Drainase Rp. 14.400.429.000

Pemeliharaan Berkala Jalan Rp. 32.601.023.000

Peningkatan Jalan Rp. 44.483.096.500

Pembangunan/Peningkatan Jembatan Rp. 4.404.244.000

Pemeliharaan Jembatan Rp. 1.836.653.000

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Jember melakukan perjanjian kontrak kerja dengan orang pribadi atau badan

sebagai penyedia jasa konstruksi. Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

ada 2 (dua) jenis kontrak kerja yaitu kontrak kerja dengan lelang (tender) dan kontrak

kerja dengan penunjukan langsung. Kontrak kerja dengan lelang (tender) dilakukan

karena nilai nomilal dari proyek tersebut diatas Rp. 200.000.000,00 sedangkan

kontrak kerja dengan penunjukan langsung mempunyai nominal dibawah Rp.

200.000.000. CV. Kianda sebagai salah satu penyedia jasa yang bekerja sama dengan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember, jasa yang dapat digunakan Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga adalah jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana

konstruksi, jasa pengawasan konstruksi. Dalam kontrak kerja tersebut, CV. Kianda

sebagai pelaksana konstruksi, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

sebagai perencana dan pengawas konstruksi. CV. Kianda mendapatkan proyek

pembangunan dengan nilai nominal sebasar Rp. 145.192.000,00 maka kontrak kerja

tersebut dilakukan dengan penunjukan langsung.
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Alasan penulis mengambil CV. Kianda adalah pada saat penulis melakukan

diskusi dengan Bendahara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember yang

menyarankan CV. Kianda sebagai bahan laporan untuk Praktek Kerja Nyata, karena

CV. Kianda dianggap loyal dalam hal data dan mudah bekerjasama dengan penulis

untuk melakukan laporan Praktek Kerja Nyata khususnya jasa konstruksi atas

pembangunan saluran drainase pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang ditimbulkan

adalah:

Bagaimana mekanisme penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan

pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa pembangunan saluran drainase pada

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember?

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

a. Untuk mengetahui objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) khususnya usaha jasa

konstruksi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember saat

Praktek Kerja Nyata.

b. Untuk mengetahui cara penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan

pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

1.2.2 Manfaat

a. Bisa mengetahui dan mempraktekan cara menghitung, memotong, menyetor dan

melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.

b. Memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja dalam bidang perpajakan.

c. Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda

antara teori dan praktek.
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BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Mekanisme

Mekanisme adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan

pekerjaan secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap, dan

memiliki pola yang telah ditentukan. Ada beberapa faktor seperti: tujuan, waktu,

fasilitas, tenaga kerja, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pekerjaan

tersebut.

2.2 Pajak Pusat

2.2.1 Dasar Hukum

Undang-undang yang mengatur tentang PPh Pasal 4 ayat 2 tentang jasa

konstruksi yaitu :

a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas

Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;

b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan

Tatacara Perpajakan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas

Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.03/2009

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 Tentang

Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Jasa Usaha Konstruksi

2.2.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara  yang bersifat memaksa dan

diatur dalam undang-undang. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak

adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
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dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontrapretasi) yang lansung

dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

(Mardiasmo, 2011;1). Supriyanto (2011:2) Pajak adalah iuran atau pungutan

wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk

menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang

dapat ditunjuk secara langsung.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat

kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,

dan diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya kompensasi

langsung. Pajak yang telah dipungut tidak mendapatkan kontrapretasi dari Negara

secara langsung, karena pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk

membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang berguna

bagi masyarakat luas, misalnya pembayaran pajak yang dialokasikan untuk

pembiayaan pembangunan jalan, kantor instansi pemerintahan, untuk membayar

gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan masyarakat,

membiayai pengadaan kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI),

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain.

2.2.3 Unsur-unsur Pajak

Unsur-unsur Pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2011:1) dapat

dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.
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d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.4 Fungsi Pajak

Menunurut Mardiasmo (2009:1) ada dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaranya.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintahdalam bidang social dan ekonomi.

2.2.5 Hukum Pajak

2.2.5.1 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH hukum pajak mempunyai

kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut:

a. Hukum Perdata, mengatur satu indivu dengan invidu lainya;

b. Hukum Publik, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini

dapat dirini lagi sebagai berikut:

a) Hukum Tata Negara

b) Hukum Tata Usaha (Hukum Administrtif)

c) Hukum Pajak

d) Hukum Pidana

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hokum public. Hukum

pajak menganut hukum imperative, yakni pelaksanaanya tidak dapat ditunda

(Mardiasmo, 2011;4).

2.2.5.2 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Menurut Mardiasmo (2011;5) hukum pajak mengatur hubungan antara

pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Ada dua macam hukum pajak yakni:
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a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain

keadaan, perbuatan, peristiwa hokum yag dikenai pajak (objek pajak), siapa

yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif),

segala sesuatu yang timbul dan dihapunya hutang pajak, dan hubungan

hukum antara pemerinta dan Wajib Pajak.

b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).

Hukum ini memuat antara lain:

a) Tata cara penyelengaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;

b) Hak-hak fiscus untuk mengadakan pengawasan terhadap Wajib Pajak

mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang

pajak;

c) Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/

pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan

banding.

2.2.6 Pengelompokan Pajak

a. Menurut Golonganya

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
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b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak (riel stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan objeknya (penghasilan yang nyata), sehingga

pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun

sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan stelsel campuran antara stelsel nyata dan anggapan.

2.2.8 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak perlu adanya asas pemungutan dalam memilih

alternatif pemungutannya, maka terdapat keserasian pemungut pajak dengan

tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak

tertentu. Menurut Mardiasmo (2011:7) asas–asas pemungutan pajak yaitu :

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
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2.2.9 Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Merupakan suatus sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib

Pajak sendiri.

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada

pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.10 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat

sebagai berikut :
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a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang–undang dan

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang–undangan

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan masing–masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaanya

yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis

Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang–undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara

maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh

undang–undang perpajakan yang baru.

2.3 Pajak Penghasilan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan pada subjek

pajak yang bersangkutan. Dengan demkian pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan

kepada subjek pajak lain. Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang

diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.
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2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan

1) a. Orang pribadi;

b. Waarisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang

berhak;

2) Badan.

3) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a. Subjek Orang pribadi, yaitu

a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut)

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

b) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan

mempunya niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

a) Pembentukanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b) Pembiayaanya bersumber berdasarkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c) Penerimaan dimasukan kedalam anggaran pemerintah pusat atau

pemerintah daerah; dan

d) Pembukuanya diperiksa oleh aparat fungsional negara.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang

berhak.

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak
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didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

dan

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat

menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari

menjalnkan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

Indonesia.

Peredaran Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain:

1) Wajib Pajak dalam negeri

a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari

Indonesia dan dari luar Indonesia;

b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto;

c. Tarif pajak yang digunakan adlah tarif pajak umum (tarif UU PPh pasal

17);

d. Wajib menyampaikan SPT.

2) Wajib Pajak luar negeri

a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber

penghasilan di Indonesia;

b. Dikenakan pajak atas penghasilan bruto;

c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak sepadan (tarif UU PPh pasal

26);

d. Tidak wajib menyampaikan SPT.

2.3.3 Objek Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2011: 159-161) yang menjadi objek pajak ada;ah

penghasilan, yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib

Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
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dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,

bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainya;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan

pengembalian uang;

g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi;

h. Royalti atau Imbalan atas penggunaan hak;

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah

tertentuyang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah;

l. Keuntungan kurs selisih mata uang asing;

m. Seliih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. Premi asuransi;

o. Iuaran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum kena

pajak;

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

s. Surplus Bank Indonesia.
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2.3.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan, yaitu (Mardiasmo, 2011:158-159):

a. Badan perwakilan negara asing.

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada

dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:

a) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan lain diluar jabatanya di Indonesia.

b) Negara yang bersangkutan memberikan timbal balik.

c. Organisasi internasional, dengan syarat:

a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

b) Tidak menjalankan usaha dan kegiatan lain untuk memperoleh

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

a) Bukan warga negara Indonesia.

b) Tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan, yaitu (Mardiasmo,

2011:161-163):

1) a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau di sahkan oleh pemerintah

dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di

Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau di

sahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang

berhak, yang ketentuanya diatur dengan atau berdasarkan peraturan

pemerintah;
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b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha

mikro dan kecil, yang ketentuanya diatur dengan atau berdasarkan Perarturan

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

2) Warisan;

3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti

saham atau pengganti penyertaan modal;

4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaanatau jasa yang

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerinyah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak,

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib pajak yang

menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit);

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi

dwiguna, asuransi beasiswa;

6) Deviden atau bagian laba yang diterima ata yang diperoleh perseroan terbatas

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham yang memberikan

deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal

yang disetor;

7) Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendirianya telah

disahkan Menteri Keuangan, bak yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai;
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8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana

dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan

dengan Keputusan Menteri Keuangan;

9) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi

kolektif;

10) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menegah, atau yang menjalankan

kegiatan dalam sektor-sekor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan;

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;

11) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuanya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

12) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan

dna/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lam 4

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuanya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

13) Bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuanya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa

atas pengahasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainya,
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penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainya di bursa efek, penghasilan

dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu

lainya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Mardiasmo,

2011:285).

2.4.2 Objek dan Subjek PPh Pasal 4 Ayat 2

Objek PPh Pasal 4 Ayat (2):

1) Penghasilan berupa bunga dan diskonto obligasi;

2) Penghasilan dari penjualan saham dan sekuritas lainya di bursa efek;

3) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

4) Penghasilan berupa hadiah atau undian;

5) Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan;

6) Penghasilan dari jasa usaha konstruksi;

7) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan;

8) Revaluasi aktiva tetap;

9) Penghasilan berupa deviden yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi

dalam negeri;

10) Penghasilan berupa Bunga Simpanan Koperasi.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) adalah orang pribadi atau badan

yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dapat dikenai pajak

penghasilan bersifat final yang diatur dalam Undang-Undang nomor 36 pasal 4

ayat (2). Subjek pajak dibedakan menjadi 2 (dua), subjek pajak dalam negeri dan

subjek pajak luar negeri.

Subjek pajak dalam negeri adalah:

1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia;

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit

tertentu dari badanpemerintah yang memenuhi kriteria:
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a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau

Pemerintah Daerah; dan

d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Subjek pajak luar negeri adalah:

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.4.3 Wajib Pajak PPh pasal 4 Ayat (2)

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 pasal 1 ayat 2 tentang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

2.5 Jasa Konstruksi

2.5.1 Pengertian Jasa Konstruksi

Mulai 1 Januari 2008, melalui PP nomor 51 tahun 2008, pengenaan PPh

terhadap usaha jasa konstruksi kembali diubah dan ditetapkan bersifat final.

Berikut ini adalah pengertian menurut PP nomor 51 Tahun 2008:
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a. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan

konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa

konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

b. Pekrjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagaian rangkaian kegiatan

perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup

pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan

masing-masing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau

bentuk fisik lain.

c. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang

mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan

bangunan fisik lain.

d. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang

mampu menyelenggarakan kegiatanya untuk mewujudkan suatu hasil

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di

dalam pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan

dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan

(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan

perencanaan dan pembangunan ( design and build).

e. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang

mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan

pekerjaan konstruksi smapai selesai dan diserah terimakan.

f. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termsuk bentuk usaha tetap,

yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai

perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun

sub-subnya.
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2.5.2 Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi

Tarif atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan tarif pajak

penghasilan yang bersifat final, yang besar tarifnya telah ditetapkan dalam PP

nomor 51 Tahun 2008, dan berdasarkan pasal 10 Peraturan Lembaga Jasa

Konstruksi nomor 11a Tahun 2008 telah disebutkan tentang pembagian jenjang

kompetensi kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi kedalam gred.

Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan

usaha jasa pelaksanaan konstruksi menurut bidang, sub bidang dan bagian sub

bidang pekerjaan konstruksi dan menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan

potensi kemampuan usaha. Gred kualifikasi usaha jasa pelaksanaan konstruksi

yaitu:

a. Kualifikasi Usaha Besar:

a) Gred 7 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu

mulai dari Rp. 1.000.000.000 s/d tak terbatas. Dimana badan usaha harus

bersertifikat ISO 9000-94 atau versi 2000, berbadan hukum PT dan

pernah mempunyai SBU M/gred 6 yaitu badan usaha lama yang telah

memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan B2/gred 6 dan

memperoleh total nilai Rp. 7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau

mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang

(NPs) sebesar Rp. 10.000.000.000.

b) Gred 6 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu

mulai dari Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 25.000.000.000. dimana badan

usaha memiliki divisi terpisah untuk perencanaan, operasional, keuangan

dan administrasi personalia, berbadan hukum PT, pernah mempunyai

SBU M/gred 5 yaitu badan usaha lama yang telah memiliki pengalaman

melaksanakan pekerjaan M/gred 6 dan telah memperoleh total nilai Rp.

7.000.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat perolehan paket

tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar Rp.

5.000.000.000.
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b. Kualifikasi Usaha Menengah:

a) Gred 5 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapat ditangani yaitu

mulai dari Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000. dimana bagi badan

usaha baru harus memiliki penanggung jawab badan (PJB) yang

bersertifikat keahlian kerja yang memiliki pengalaman kerja sekurang-

kurangnya 5 tahun sesuai dengan bidang yang dimohon, jumlah sub

bidng yang dimiliki gred 5 yaitu 4 sub bidang dalam hal ini badah usaha

lama yang telah memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan K1/gred

4 dan telah memperoleh total nilai Rp. 2.000.000.000 dalam waktu 7

tahun atau mendapat perolehan paket tertinggi dengan nilai pekrjaan

sekarang (NPs) sebesar Rp. 500.000.000. sedangkan bagi badan usaha

baru berdiri nilai minimum pekerjaan diukur dari nilai PJT/PJB yang

dimiliki dengan NPs = Rp. 500.000.000.

c. Kualifikasi Usaha Kecil:

a) Gred 4 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapt ditangani yaitu

mulai dari Rp. 0 s/d Rp. 1.000.000.000. dimana pernah memiliki SBU K2

atau gred 3 yaitu dimana badan usaha lama yang telah memiliki

pengalaman melaksanakan pekerjaan K2/gred 3 dan telah memperoleh

total nilai Rp. 600.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat

perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar

Rp. 150.000.000.

b) Gred 3 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapt ditangani yaitu

mulai dari Rp. 0 s/d Rp. 600.000.000. dimana pernah memilik SBU K3

atau gred 2 yaitu dimana badan usaha lama yang telah memiliki

pengalaman melaksanakan pekerjaan pada gred 2 dan telah memperoleh

total nilai Rp. 200.000.000 dalam waktu 7 tahun atau mendapat

perolehan paket tertinggi dengan nilai pekerjaan sekarang (NPs) sebesar

Rp. 150.000.000.

c) Gred 2 yaitu kompetensi usaha dan proyek yang dapt ditangani yaitu

mulai dari Rp. 0 s/d Rp. 300.000.000. Dimana bagi badan usaha yang

baru berdiri harus memiliki penanggung jawab teknik (PJT) yang
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bersertifikat keterampilan kerja yang memiliki pengalaman sekurang-

kurangnya 2 tahun, jumlah sub bidang yaitu maksimal 3 sub bidang.

d) Gred 1 (usaha orang perseorangan) yaitu kompetensi usaha dan proyek

yang dapt ditangani yaitu mulai dari Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000.

Diharuskan memiliki NPWP.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Nomor 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi

dan Pengawas Konstruksi disebutkan bahwa penggolongan kualifikasi usaha jasa

perencanaan konstruksi dan jasa pengawas konstruksi dapat dibagi jenjang

kompetensinya dalam Gred. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk

menetapkan penggolongan usaha jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas

konstruksi menrut tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha

dan menurut bidang dan sub bidang dan layanan/sub layanan pekerjaan

konstruksi. Gred kualifikasi usaha yaitu sebagai berikut:

a. Kualifikasi Usaha Besar yaitu:

a) Gred 4 dengan nilai Rp. 400.000.000 s/d tak terbatas.

b. Kualifikasi Usaha Menengah yaitu:

a) Gred 3 dengan nilai Rp. 400.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000.

c. Kualifikasi Usaha Kecil yaitu:

a) Gred 2 dengan nilai Rp. 0 s/d Rp. 400.000.000.

b) Gred 1 (usaha orang perseorangan) dengan nilai Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan PP nomor 51 Tahun 2008

yaitu:

a. Jasa Perencanaan Konstruksi:

a) 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat usaha (SBU).

b) 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.

b. Jasa Pelaksanaan Konstruksi:

a) 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha

kecil.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


25

b) 3% (tiga Persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha

menengah maupun besar.

c) 4% (empat persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.

c. Jasa Pengawasan Konstruksi:

a) 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kulifikasi

usaha.

b) 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.

2.6 Akutansi Pajak

Akuntansi Pajak menurut Supriyanto (2011:2) berasal dari dua kata yaitu

akuntansi dan pajak. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu pembuatan

leporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang

dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi

pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat

ditunjuk secara langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan,

penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan

kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal

sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar

pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.
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BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

Sejarah merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang

sangat berpengaruh bagi kehidupan suatu bangsa, organisasi atau instansi

pemerintah. Oleh karena itu banyak yang tahu suatu kejadian merupakan

pedoman atau ilmu pengetahuan untuk generasi yang akan datang. Pada Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga terdapat nilai-nilai historis yang dapat

diklasifikasikan menjadi tiga zaman, yaitu:

1) Zaman Penjajahan Belanda.

Pada zaman penjajahan Belanda istilah Pekerjaan Umum adalah

terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken, yang pada zaman

Hindia Belanda disebut Waterstaat Swerken. Dilingkungan pusat pemerintahan

dibina oleh Departemen Transportasi dan Pekerjaan Umum. Departemen

Pekerjaan Umum dikepalai oleh Direktur, yang membawahi beberapa sub bagian

sesuai dengan tugas/wewenang Departemen ini. Yang meliputi bidang Pekerjaan

Umum (Openbare Werken) yaitu:

a. Lands Gebouwen (Tanah Bangunan)

b. Wegen (Jalan)

c. Irrigatie (Irigasi)

d. Constructie Burreau (Konstruksi untuk Jembatan)

Selain yang tersebut diatas, yang meliputi bidang Pekerjaan Umum (Openbare

Werken) adalah Departemen Pelabuhan, Kelistrikan dan Penerbangan Sipil.

2) Zaman Penjajahan Jepang.

Setelah Belanda menyerahkan Indonesia pada perang pasifik pada tahun

1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh jepang dalam 3

wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur dan

tidak ada pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguwasai ke-3

wilayah pemerintahan tersebut.
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Dibidang Pekerjaan Umum pada setiap wilayah organisasi pemerintahan

militer Jepang tersebut, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan

disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor Pusat

Transportasi dan Pekerjaan Umum di Bandung dinamakan Kotobu Bunsitsu, sejak

saat itu istilah Pekerjaan Oemoem (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O),

Pekerjaan Umum (PU) mulai digunakan.

Kotobu Bunsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan

pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi

Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di karisidenan-karisidenan pada umumnya

berdiri sendiri-sendiri.

3) Zaman Setelah Kemerdekaan.

Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17

Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia berangsur-angsur

mulai merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di Pusat

Pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun di daerah-daerah.

Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka

para Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada

waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung

V.&.W.(dikenal dengan Gedung Sate).

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaan pemerintahan Hindia

Belanda sebelum perang, datang tentara sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari

keinginan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia

yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah

didudukinya, antara lain Gedung Sate yang telah menjadi Gedung Departemen

Pekerjaan Umum pada waktu iu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa

3 Desember 1945).

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintahan Pusat RI

di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta,

begitu juga Kementrian Pekerjaan Umum. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun

1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka Pusat Pemerintahan RI di

Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta.
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Sejak tahun 1945, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami banyak

perubahan pimpinan dan organisasi, sesuai situasi politik pada saat itu. Setelah

peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora

dengan menunjuk Ir. Soetami sebagai  Menteri Pekerjaan Umum. Kabinet yang

disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama pada masa Orde Baru. Kembali

organisasi Pekerjaan Umum dibentuk dengan Ir. Soetami sebagai Menteri.

Dengan surat keputusan Menteri Pekerjaann Umum pada tanggal 17 Juni 1968

no.3/PRT?1968 dan dirubah dengan Peraturan Menteri PUT pada tanggal 1 Juni

1970 no.4/PRT/1970. Departemen Pekerjaan Umum telah memiliki susunan

struktur organisasi.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan kerangka yang saling

berhubungan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Struktur organisasi

menunjukan tingkatan jabatan dari jabatan tertinggi sampai jabatan terbawah.

Fungsi dari struktur organisasi adalah untuk menjelaskan tentang wewenang dan

tanggung jawab masing-masing kegiatan operasionalnya, menjelaskan masing-

masing  tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki masing masing

karyawan sehingga setiap tanggung jawab dan wewenang dapat diarahkan guna

mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.
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3.2.1 Tugas dan Tanggung  Jawab Masing-masing Struktur

Tugas dan Tanggung jawab masing-masing struktur sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Jember

1) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur Jember dan semua

Unit Pelaksana Teknis (UPT) wilayah jember.

b. Sekertariat

1) Sekertariat mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan,

perencanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan serta surat menyurat

dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas sekertariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Pengkoordinasian dan sinkronisasi dalam bidang penyusunan program

anggaran dan tugas administrasi secara terpadu;

b) Pengkoordinasian dengan instansi di Lingkunga Pemerintah Kabupaten

dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan

dan kemasyarakatan;

c) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan

program dan anggaran;

d) Pengkoordinasian pembinaan dan evaluasi secara berkala dalam

penyelenggaraan kegiatan di tingkat UPT;

e) Penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan penyusunan anggaran

serta pelaporan Pertanggung jawaban Keuangan;

f) Pembinaan organisasi dan tata laksana;

g) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

h) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; dan

i) Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan

inventarisasi.

3) Sekertariat terdiri dari:

a) Sub Bagian Umum dan Kepagawaian;
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b) Sub Bagian Perencanaan; dan

c) Sub Bagian Keuangan.

4) Sub Bagian yang dimaksud diatas  masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekertaris.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

ketatausahaan, kehumasan dan perlengkapan dan tugas lain yang diberikan

oleh sekertaris.

2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Pelaksanaan tatausaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas;

b) Pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan;

c) Pelaksanaan rumah tangga dan protocol;

d) Mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;

e) Evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pekantoran dan

perlengkapan;

f) Mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lain milik dinas;

g) Persiapan upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta

persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;

h) Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data

kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan

pangkat;

i) Pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji

berkala, pembinaan karier dan pension pegawai dilingkungan dinas;

j) Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan

disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan

latihan pegawai lingkungan dinas;

k) Penyusunan formasi pegawai lingkungan dinas;

l) Pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
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m) Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;

n) Pelaksanaan tata usaha barang  peralatan dan perbekalan;

o) Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, pengundangan serta

pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;

p) Penyiapan bahan untuk penyusunana lokasi serta melakukan distribusi

barang peralatan dan perbekalan; dan

q) Penyiapan bahan untuk penghapusanbarang serta melakukan

inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas.

d. Sub Bagian Perencanaan

1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana program kegiatan anggaran dan laporan dan tugas lain yang

diberikan oleh sekertaris.

2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a) Penyiapan bahan perumusan rencana program di bidang Bina Marga;

b) Penyusunan program dan kegiatan dinas di bidang jalan dan jembatan;

c) Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian dan pelaksanaan

program dan kegiatan;

d) Pelaksanaan fungsi organisasi dan tata laksana;

e) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

f) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas.

e. Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan

keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris.

2) Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a) Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk penyusunan anggaran;

b) Penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja

dinas;
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c) Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan ralisasi anggaran

pendapatan dan belanja dinas;

d) Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;

e) Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

f) Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan gnati rugi

serta biaya lain sebagai pengeluaran dinas; dan

g) Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.

f. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

1) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan,

pemanfaatan dan perijinan jalan serta pemeliharaan peralatan dan perbekalan

dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program,

estimasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan;

b) Pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan jembatan;

c) Penelitian dan pengkajian dokumen tehnik pemeliharaan jalan dan

jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat

bencana alam;

d) Pelaksanaan pemanfaatan jalan dan pemberian rekomendasi serta

perijinan jalan;

e) Pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perbekalan; dan

f) Pembinaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan, pemanfaatan jalan

dan jembatan serta penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat

bencana alam.

3) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri dari:

a) Seksi Pemeliharaan Jalan;

b) Seksi Pemeliharaan Jembatan.
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4) Seksi yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

g. Seksi Pemeliharaan Jalan

1) Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pemeliharaan jalan dan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a) Pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan;

b) Penyusunan dan pemutakhiran program pemeliharaan jalan;

c) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan serta penanggulangan kerusakan

jalan akibat bencana alam; dan

d) Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jalan serta

kegiatan penanggulangan kerusakan jalan akibat bencana alam.

h. Seksi Pemeliharaan Jembatan

1) Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pemeliharaan jembatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pemeliharaan Jembatan.

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a) Pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan;

b) Penyusunan dan pemutakhiran program pemeliharaan jembatan;

c) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jembatan serta penanggulangan

kerusakan jembatan akibat bencana alam; dan
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d) Pembinaan pengawasan dan pengendalian pemeliharaan jembatan serta

kegiatan penanggulangan kerusakan jembatan akibat bencana alam.

i. Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan

1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembanguna dan

peningkatan jalan dan jembatan dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan

Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan program

dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan

jalan dan jembatan;

b) Pelaksanaan program pembangunan serta peningkatan jalan dan

jembatan;

c) Penelitian dan pengkajian dokumen tekhnis, pembinaan dan

pengawasan kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan penggantian

jembatan;

d) Pengevaluasian dan pelaporan kegiatan pembangunan jalan dan

jembatan serta peningkatan jalan dan penggantian jembatan.

3) Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan terdiri dari:

a) Seksi Pembangunan & Peningkatan Jalan;

b) Seksi Pembangunan & Peningkatan Jembatan.

4) Seksi yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan.

j. Seksi Pembangunan & Peningkatan Jalan

1) Seksi Pembanguna & Peningkatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pembangunan dan peningkatan jalan dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan

Jembatan.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


36

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan & Peningkatan Jalan sebagai

berikut:

a) Pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan;

b) Penyusunan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan

pembangunan dan peningkatan jalan;

c) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan; dan

d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan

peningkatan jalan.

k. Seksi Pembangunan & Peningkatan Jembatan

1) Seksi Pembanguna & Peningkatan Jembatan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pembangunan dan peningkatan jembatan dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan

Jalan dan Jembatan.

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pembangunan & Peningkatan Jembatan

sebagai berikut:

a) Pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data untuk bahan

pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan;

b) Penyusunan pemutakhiran program dan estimasi biaya pelaksanaan

pembangunan dan peningkatan jembatan;

c) Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan; dan

d) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan

peningkatan jembatan.

l. Bidang Peralatan dan Perbekalan

1) Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas di bidang peralatan dan perbekalan dan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Peralatan dan Perbekalan mempunyai

fungsi sebagai berikut:
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a) Penyusunan rencana kebutuhan peralatan termasuk peralatan kantor dan

perbekalan untuk pelaksanaan tugas dinas;

b) Pemprosesan pinjaman penggunaan peralatan berat bagi

perorangan/badan usaha membuat surat permohonan ijin pemakaian alat

berat kepada Kepala Dinas;

c) Pengaturan pendistribusian peralatan/tata peralatan berat dan mengatur

pemakaian peralatan berat;

d) Pelaksanaan administrasi peralatan dan perbekalan serta administrasi

pendapatan/retribusi serta peralatan berat; dan

e) Penataan dan perbaikan kendaraan dan peralatan berat.

3) Bidang Perlatan dan Perbekalan terdiri dari:

a) Seksi Peralatan; dan

b) Seksi Perbekalan.

4) Seksi yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Peralatan dan Perbekalan.

m. Seksi Peralatan

1) Seksi Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan.

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Peralatan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a) Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan pengadaanya;

b) Perawatan dan pemeliharaan segala kendaraan dan perlatan berat;

c) Pengoprasionalan dan pengendalian kendaraan dan peralatan berat yang

digunakan perorangan maupun Badan Usaha;

d) Pengujian dan kekayaan peralatan berat; dan

e) Penginventarisasian kendaraan peralatan berat.

n. Seksi Perbekalan
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1) Seksi Perbekalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbekalan

dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan.

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Perbekalan mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a) Penyusunan rencana kebutuhan peralatan termasuk alat berat untuk

pelaksanaan tugas Dinas;

b) Pemrosesan perijinan penggunaan peralatan berat bagi perseorangan

maupun Badan Usaha;

c) Pengaturan pendistribusian pemakaian/sewa peralatan berat;

d) Pengadministrasian pendapatan retribusi peralatan berat; dan

e) Penyusunan inventarisasi dan laporan peralatan dan perbekalan serta

penggunaanya.

o. Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan

1) Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan

mempunyai tugas melaksakan sebagian tugas Dinas di bidang perencanaan

teknis jalan dan jembatan serta melaksanakan pengawasan, pemanfaatan

daerah milik jalandan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengawasan,

Pemanfaatan Daerah Milik Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Pelaksanaan perencanaan teknis, pengawasan dan penyusunan program

kegiatan pembangunan rehabilitasi peningkatan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan;

b) Penyelengaraan pemantauan pemanfaatan jalan;

c) Penyelenggaraan usulan tindakan turun tangan dan laporan hasil

pengawasan pemanfaatan jalan.

3) Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan

terdiri dari:

a) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan; dan

b) Seksi Pengawasan , pemanfaatan Daerah Milik Jalan.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


39

4) Seksi yang dimaksud diatas masing-masing dipimpin oleh kepala seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan

dan Pengawasan, Pemanfaatan Daerah Milik Jalan.

p. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan

1) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan teknis jalan dan jembatan dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan, Pemanfaatan

Daerah Milik Jalan.

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penghimpunan dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan teknis

jalan dan jembatan;

b) Pelaksanaan survey, study kekayaan dalam rangka perencanaan teknis

jalan dan jembatan;

c) Penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya dalam rangka teknis

perencanaan jalan dan jembatan;

d) Penataan, analisa dan evaluasi tentang status jalan dan jembatan;

e) Pengelolaan, penyajian, penyimpanan, pemetaan dan pemutakhiran data

jalan dan jembatan.

q. Seksi Pengawasan, Pemanfaatan daerah Milik Jalan

1) Seksi Pengawasan, Pemanfaatan daerah Milik Jalan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan pengawasan, pemanfaatan daerah milik jalan dan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengawasan,

Pemanfaatan Daerah Milik Jalan.

2) Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengawasan, Pemanfaatan daerah Milik

Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana pengawasan pemanfaatan jalan;

b) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan jalan;
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c) Pengavaluasian dan pengkajian data laporan kondisi pada daerah manfaat

jalan dan daerah milik jalan sebagai bahan perumusan kebijakan;

d) Penelitian dan pengkajian berkas permohonan ijin pemanfaatan tanah

pada daerah milik jalan untuk mengetahui kelengkapan persyaratan;

e) Pelaksanaan survey ke lokasi yang diminta/dimohon, untuk untuk

mengetahui kondisi riil serta menganalisa dampak lingkungannya sebagai

bahan pemberian ijin;

f) Penginventarisasian data batas waktu pemberian ijin pemanfaatan daerah

milik jalan sebagai bahan pemberitahuan kepada pemegang ijin;

g) Pembuatan laporan tentang kondisi keberadaan pohon-pohon pelindung

dan rambu lalu lintas; dan

h) Penyusunan laporan hasil pengawasan dan merumuskan usulan tindakan

turun tangan.

r. Unit Pelaksana Teknis

1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional

dinas dalam urusan rumah tangga di bidang bina marga yang mempunyai

wilayah kerja 1 (satu) kecamatan atau beberapa kecamatan melaksanakan

tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2) Untuk melaksanakan tugas UPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyiapan penyusunan pelaksanaan sebagian tugas program kegiatan

dinas;

b) Pelaksanaan kebijakan program kegiatan dinas;

c) Pengelolaan, pelaksanaan pengadaan, pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan sarana prasarana; dan

d) Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan pembinaan pengamanan dan

peningkatan pelayanan.

3) Unit Pelaksana Teknis Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember

a) UPTD PU Wilayah Jember Kota;
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b) UPTD PU Wilayah Arjasa;

c) UPTD PU Wilayah Sukowono;

d) UPTD PU Wilayah Kalisat;

e) UPTD PU Wilayah Mayang;

f) UPTD PU Wilayah Tempurejo;

g) UPTD PU Wilayah Rambipuji;

h) UPTD PU Wilayah Jenggawah;

i) UPTD PU Wilayah Tanggul;

j) UPTD PU Wilayah Kencong;

k) UPTD PU Wilayah Umbulsari.

3.3 Personalia

Dalam sebuah perusahaan atau instansi dibutuhkan tenaga kerja untuk

membantu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan tenaga kerja merupakan

aset bagi perusahaan atau instansi besar maupun kecil. Dalam  Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Jember membutuhkan pegawai yang jujur, berkualitas

dan dapat bertanggung jawab atas pekerjaanya dalam melaksanakan semua kegiatan

yang berada dilapangan maupun non lapang.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai tenaga kerja

sebanyak 430 pegawai. Daftar hadir yang digunakan Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga masih menggunakan daftar hadir manual yaitu dengan menandatangani

daftar hadir yang sudah disediakan, daftar hadir tersebut juga digunakan untuk

melakukan absesi saat apel pagi dilaksanakan.

3.4 Visi, Misi, dan Sasaran

3.4.1 Visi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merupakan program

penyelenggaraan jalan, diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka panjang

yaitu terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan di
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seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

sosial.

3.4.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi program penyelenggaraan jalan, maka Misi

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jember adalah :

1) Mewujudkan jaringan Jalan Nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas,

aksesibilitas dan keselamatan yang memadai, untuk melayani pusat-pusat

kegiatan nasional, wilayah dan kawasan strategis nasional.

2) Mewujudkan jaringan Jalan Nasional bebas hambatan antar-perkotaan dan

dikawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi yang

menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional.

3) Memfasilitasi agar kapasitas Pemerintah Daerah meningkat dalam

menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas,

aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai.

3.4.3 Sasaran

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Kabupaten Jember dan untuk mencapai tujuan Kementerian Pekerjaan Umum, maka

tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan keandalan sistem jaringan

infrastruktur pekerjaan umum dan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan

daya saing melalui pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, ketahanan air

dan ketahanan energi. Sasaran yang diharapkan adalah:

1) Meningkatnya kualitas layanan jalan nasional dan pengelolaan jalan daerah.

2) Meningkatkan kapasitas jalan nasional sepanjang 19.370 km.
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BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh

mahasiswa DIII Perpajakan Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata (PKN)

dilaksanakan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan syarat mata kuliah yang harus

dipenuhi oleh mahasiswa DIII Perpajakan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya

(A.Md). untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa harus sudah

menyelesaikan mata kuliah dengan jumlah SKS sebesar 100 SKS dari total

keseluruhan SKS yaitu 114 SKS, jika mahasiswa belum dapat menyalesaikan mata

kuliah dengan beban 100 SKS maka Praktek Kerja Nyata (PKN) tidak dapat

dilaksanakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat dilaksanakan pada

perusahaan BUMN, BUMD, instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan

swasta dengan ketentuan adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan untuk

melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN). Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata

(PKN) ini berfungsi untuk menerapkan semua teori dan ilmu-ilmu yang sudah

didapatkan saat berada di bangku kuliah pada dunia kerja. Untuk merealisasikan

Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa harus memprogram mata kuliah Praktek

Kerja Nyata (PKN) pada saat yang sudah ditentukan oleh akademik.

Sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN), mahasiswa diharuskan

melalui beberapa tahapan yang disyaratkan. Adapun tahap-tahap yang dilalui penulis

sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:
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a. Pembekalan

Pemberian pembekalan yang diberikan oleh pihak fakultas sebagai tahapan awal

untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu pengarahan mengenai prosedur

pelaksanaan Pratek Kerja Nyata (PKN).

b. Penentuan Tempat Praktek Kerja Nyata

Dalam penentuan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) mahasiswa diberikan

kesempatan untuk mencari dan menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek

Kerja Nyata (PKN) akan dilaksanakan. Praktek Kerja Nyata (PKN) di sebuah

perusahaan atau instansi milik negara maupun swasta, dalam hal ini mahasiswa

diwajibkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melaksanakan

Praktek Kerja Nyata (PKN). Setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan

mahasiswa dapat melakukan survei ke tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata

(PKN) yang bersangkutan.

c. Observasi

Observasi ke tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)dilakukan sebelum

menyerahkan proposal permohonan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN). Hal

tersebut berguna untuk mengetahui sesuai atau tidaknya perusahaan atau instansi

tersebut untuk dijadikan sebagai tempat Praktek Kerja Nyata (PKN). Selanjutnya

jika mahasisiwa sudah merasa sesuai dengan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN),

maka mahasiswa dapat mengajukan proposal kepada perusahaan atau instansi

tersebut. Setelah mendapatkan surat balasan atas diterimanya tempat permohonan

Praktek Kerja Nyata (PKN) pihak Fakultas akan memberikan surat tugas Praktek

Kerja Nyata (PKN) kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan

Praktek Kerja Nyata pada perusahaan atau instansi tersebut.
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4.2 Hasil Praktek Kerja Nyata

4.2.1 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan mahasiswa pada Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Jember yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.2

Jember.

4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai

dengan 18 Maret 2015. Praktek Kerja Nyata dialaksanakan menurut jam kerja kantor

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember, yaitu:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja

Senin s/d Jum’at 07.00 s/d 15.00

Sabtu s/d Minggu Libur

4.2.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Jember, yaitu:

Tabel 4.2 : Kegiatan selama melakukan Praktek Kerja Nyata

Tanggal Kegiatan Penanggung Jawab

(a) (b) (c)

Minggu Pertama 16

Februari s/d 22

Februari

a. Diterima untuk melaksanakan

Praktek Kerja Nyata (PKN)

dengan menyerahkan Surat

Tugas dari FISIP.

b. Penempatan Praktek Kerja

Ka. Sub. Bagian Umum
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Nyata pada Bagian Keuangan.

c. Mendapatkan penjelasan

tentang peraturan dan

penempatan oleh Bapak

Supito, S.sos sebagai Ka. Sub.

Bagian Keuangan.

d. Perkenalan dengan karyawan

dan karyawati Dinas PU.

e. Mendapat penjelasan tentang

jenis pajak yang ada pada

Dinas PU oleh Bapak Supito,

S.sos.

f. Mendapakan penjelasan

tentang alur terjadinya kontrak

konstruksi oleh Bapak Supito,

S.sos.

Ka. Sub. Bagian

Keuangan

Minggu kedua 23

Februari s/d 1 Maret

a. Melakukan pendataan untuk

syarat kelengkapan pelaporan

SPT pajak penghasilan

karyawan dan karyawati

Dinas PU.

b. Menginput data gaji karyawan

dan karyawati Dinas PU.

c. Mendapatkan penjelasan

tentang PPh pasal 4 ayat (2)

atas jasa konstruksi oleh Ibu

Honi Listyowati.

d. Mendapat penjelasan  tentang

Bendahara Pengeluaran
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alur sebelum terjadinya

pembangunan yang

menggunakan jasa konstruksi.

Minggu ketiga 2

Maret s/d 8 Maret

a. Membantu mempersiapkan

dokumen-dokumen untuk

monitoring anggaran belanja

ATK pada Dinas PU.

b. Mengumpulkan informasi

untuk melengkapi Laporan

Tugas Akhir.

c. Mendapatkan penjelasan

tentang Rencana Strategis

pembangunan.

d. Membantu pengisian SPT

pajak penghasilan secara

manual.

Ka. Sub. Bagian

Keuangan

Minggu keempat 9

Maret s/d 17 Maret

a. Mendatangi CV. Kianda

untuk mengumpulkan data

untuk melengkapi Laporan

Tugas Akhir.

b. Melakukan pencocokan

NPWP karyawan dan

karyawati Dinas PU.

c. Merekapitulasi pendapatan

dari pemanfaatan Rumija, Lab

Ordil dan Penyewaan alat-alat

berat.

Bendahara Pengeluaran
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d. Membantu mengavaluasi

data-data konstruksi yang

sudah terselesaikan.

4.3 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas

Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau

memperoleh penghasilan yang dapat dikenai pajak penghasilan bersifat final yang

diatur dalam Undang-Undang nomor 36 pasal 4 ayat (2). Subjek pajak penghasilan

pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi adalah kontraktor sebagai pelaksana konstruksi

dari penyedia jasa yaitu CV. Kianda.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi adalah:

1) Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi

yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan

bangunan fisik lain.

2) Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi

yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di

dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan

dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan.

3) Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan

yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi,

yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan

pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan.

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 pasal 1 ayat 2 tentang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah orang pribadi atau badan, meliputi
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pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. Wajib Pajak PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi adalah bendahara

pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember.

Di Indonesia mempunyai tiga sistem pajak yaitu Self Assesment System,

Official Assesment System dan With Holding System. Pada Kantor Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Jember menggunakan sistem Self Assesment System karena

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember melakukan penghitungan,

pemotongan, penyetoran dan pelaporanya sendiri.

4.4 Mekanisme Penghitungan, Pemotangan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Pembangunan Saluran

Drainase

4.4.1 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa

Pembangunan Saluran Drainase

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi yang

bersifat final, sesuai dengan PP nomor 51 Tahun 2008. Besarnya pajak yang dipotong

atas PPh pasal 4 ayat (2) dengan jenis tarif yang sesuai dengan PP nomor 51 Tahun

2008 yaitu:

1) Jasa Perencanaan Konstruksi:

a. 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha

(SBU);

b. 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.

2) Jasa Pelaksanaan Konstruksi:

a. 2% (dua persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha

kecil;

b. 3% (tiga persen), jika kontraktor mempunyai sertifikasi kualifikasi usaha

menengah maupun besar;
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c. 4% (empat peraen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikasi kualifikasi

usaha.

3) Jasa Pengawasan Konstruksi:

a. 4% (empat persen), jika kontraktor mempunyai sertifikat kualifikasi usaha;

b. 6% (enam persen), jika kontraktor tidak mempunyai sertifikat kualifikasi

usaha.

Tarif-tarif tersebut baik yang diterima Wajib Badan maupun Wajib Orang

pribadi dari jumlah bruto nilai jasa pembangunan saluran drainase pada Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Jember.

Dalam kegiatan pembangunanya, Dinas Pekerjaan Umum melakukan kontrak

kerja dengan penunjukan langsung pada penyedia jasa konstruksi yaitu CV. Kianda.

Jasa yang ada dalam kegiatan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Jember adalah jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi dan

jasa pengawasan konstruksi. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember  melakukan

pembangunan saluran drainase pada tahun 2014, dengan CV. Kianda sebagai

pelaksana konstruksi dengan sertifikasi kualifikasi usaha kecil maka akan dikenakan

tarif 2% atas nilai kontrak kerja sebesar Rp. 145.192.000,00. Maka penghitungan

pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah:

Pada tanggal 9 juni 2014 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

menggunakan usaha jasa konstruksi dari CV. Kianda untuk membangun saluran

drainase dengan harga borongan Rp. 145.192.000,00. Dengan cara pembayaran

dibagi menjadi 2 termin yaitu termin pertama sebesar 95% dan 5%. Berdasarkan

kemajuan pekerjaan yang sesuai dengan perjanjian, maka penghitungan pajak adalah

sebagai berikut:

PPh Final = Tarif x Jumlah Bruto Nilai Jasa
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1) Termin 1 dibayarkan 95% dari harga borongan (termasuk PPN 10%)

95% x Rp.145.192.000 = Rp. 137.932.400

DPP = 100/110 x Rp.137.932.400 = Rp. 125.393.091

PPN = 10% x Rp. 125.393.091 = Rp. 12.539.309

PPh pasal 4 ayat (2) = 2% x Rp. 125.393.091 = Rp. 2.507.862

Jadi PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp. 2.507.862,-

Berdasarkan transaksi tersebut maka pencatatan akutansinya yaitu:

Tabel 4.3  Pencatatan Jurnal Akutansi Pengeluaran Jasa Konstruksi termin 1

Tanggal Nama Akun Debit Kredit

9 Juni 2014 Biaya

pembangunan

saluran drainase

Rp. 137.932.400

Kas Rp.

137.932.400

2) Termin 2 dibayarkan 5% dari harga borongan (termasuk PPN)

5% x Rp. 145.192.000 = Rp. 7.259.600

DPP = 100/110 x Rp. 7.259.600 = Rp. 6.599.636

PPN = 10% x Rp. 6.599.636 = Rp. 659.964

PPh pasal 4 ayat (2) = 2% x Rp. 6.599.636 = Rp. 131.993

Jadi PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong sebesar Rp. 131.993,-

Berdasarkan transaksi tersebut maka pencatatan akutansinya yaitu:

Tabel 4.4 Pencatatan Jurnal Akutansi Pengeluaran Jasa Konstruksi termin 2

Tanggal Nama Akun Debit Kredit

9 Juni 2014 Biaya

pembangunan

saluran drainase

Rp. 131.993

Kas Rp. 131.993
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4.4.2 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa

Pembangunan Saluran Drainase

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember merupakan pengguna jasa

konstruksi atas pembangunan saluran drainase, maka Kantor Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Jember harus melakukan kewajiban perpajakanya dengan melakukan

pemotongan pajak penghasilan yang sesuai dengan PMK No.187/PMK.03/2008.

Perusahaan harus memotong pajak penghasilan atas pembangunan saluran drainase

dengan tarif pajak konstruksi yang telah ditentukan dalam PP nomor 51 Tahun 2008.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai pemotong PPh pasal 4

ayat (2) atas jasa konstruksi yang telah digunakan untuk pembangunan saluran

drainase yang berasal dari penyedia jasa. Penyedia jasa tersebut adalah CV. Kianda

yang telah melakukan kontrak kerja dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina

Marga Jember atas jasa pembangunan saluran drainase. Pemotongan PPh Pasal 4

Ayat (2) dilakukan oleh bagian keuangan bendahara pengeluaran Kantor Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Jember. Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) hanya

dilakukan sekali karena nilai kontrak dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

rupiah).

Gambar 4.1 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

1

2

2

CV. KiandaKantor Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga

Jember

Bendahara Pengeluaran

Bukti Potong
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Keterangan:

1) Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember dan CV. Kianda melakukan

kerja sama atas pembangunan saluran drainase.

2) Bendahara pengeluaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember

melakukan pemotongan  Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa

pembangunan saluran drainase.

4.4.3 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa

Pembangunan Saluran Drainase

Penyetoran pajak pada Bank Jatim paling lambat adalah tanggal 10 (sepuluh)

bulan berikutnya. Pada saat melakukan penyetoran ke Bank Jatim  bendahara

pengeluaran membawa Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-1, lembar ke-2, lembar

ke-3, lembar ke-4 dan lembar ke-5, pihak Bank Jatim akan mengambil SSP lembar

ke-2 dan lembar ke-4. Surat Setoran Pajak terdiri dari 5 rangkap yaitu:

Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak.

Lembar ke-2: untuk KPP melalui KPPN.

Lembar ke-3: untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP.

Lembar ke-4: untuk bank persepsi, kantor pos dan giro.

Lembar ke-5: untuk arsip Wajib Pajak pungut atau pihak lain.

Jika saat jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka

pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Keterlambatan

pembayaran atau penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua

persen) perbulan, jika mengalami keterlambatan pelaporan maka akan dikenakan

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
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Gambar 4.2 Mekanisme penyetoran PPh pasal 4 ayat (2)

a

a

b e f

d

b e

c

Keterangan:

a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember menunjuk bendahara pengeluaran

untuk melakukan pembayaran tagihan  CV. Kianda atas jasa pembangunan

saluran drainase.

b. Bendahara pengeluaran memberikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada

CV. Kianda untuk melakukan pembayaran.

c. CV. Kianda memberikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada bendahara

PEMDA.

d. Bendahara PEMDA melakukan pembayaran tagihan ke CV. Kianda dengan cara

melakukan transfer ke rekening CV. Kianda. Setelah melakukan pembayaran

bendahara PEMDA akan memberikan bukti pembayaran berupa Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) kepada bendahara pengeluaran Dinas PU.

e. Setelah menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bendahara pengeluaran

Dinas PU akan memberikanya SP2D kepada CV. Kianda sebagai bukti bahwa

pembayaran telah diberikan.

Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Jember

Bendahara Pengeluaran

Bendahara PEMDA

CV. Kianda

Bank Jatim

SSP Lembar ke-4
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f. Bendahara pengeluaran melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat

(2) atas jasa pembangunan saluran drainase ke Bank Jatim dengan membawa

SSP lembar k-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5.

4.4.4 Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa

Pembangunan Saluran Drainase

Berdasarkan PMK. No. 187/PMK.03/2008 pasal 6  ayat (1) pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas jasa konstruksi yang diterima oleh Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Jember wajib melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa

paling lama 20 (dua puluh) hari bulan berikutnya, setelah dilakukan pemotongan dan

pembayaran pajak. Pada saat melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Jember, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember harus membawa

SSP lembar ke-2 dan ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP), SPT masa PPh pasal

4 ayat (2), lampiran bukti potong PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi, daftar

bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat (2), bukti setor dari Bank Jatim. Sedangkan SSP

lembar ke-1 dan ke-5 diserahkan ke bendahara pengeluaran untuk arsip dan

pembukuan wajib pajak.

Gambar 4.3 meknisme pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

a

b

Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Jember

Bendahara
Pengeluaran

Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama

Jember

SSP lembar ke-2

SSP lembar ke-3
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Keterangan:

a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember menunjuk Bendahara pengeluaran

untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama Jember.

b. Bendahara pengeluaran melakukan pelaporan ke KPP Pratama Jember dengan

menyerahkan SSP lembar ke-2 dan ke-3.

4.4.5 Penilaian Atas Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan

Umum Bina Marga Jember

Penghitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) yang dilakukan Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Jember sudah susuai dengan tarif yang diatur dalam PP

nomor 51 tahun 2008 tentang Jasa Konstruksi, juga dengan adanya kunjungan yang

dilakukan oleh KPP Pratama jember yang dilakukan 1 (satu) bulan sekali dapat

memberikan informasi jika ada perubahan tarif yang dikenakan pada Jasa Konstruksi.

Setelah melakukan penghitungan dan pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) bendahara

pengeluaran dari bagian keuangan yang telah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga Jember untuk melakukan penyetoran ke Bank Jatim, penyetoran

dilakukan sebelum tanggal 10 bulan Juli 2014 setelah pemotongan dilakukan.

Pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan sebelum tangaal 20 bulan Juli 2014 dengan

menyertakan SSP lembar ke-2 dan ke-3. Dalam melakukan pelaporan atas PPh pasal

4 ayat (2) masih terdapat kekurangan yaitu dilakukan secara manual dalam pengisian

SPT masa yang akan dilampirkan  untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama. Kekurangan pada instansi terdapat pada karyawan yang tidak dapat

mengoprasikan komputer dan tidak ada jaringan internet untuk mempermudah dalam

pelaporan pajak.
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Jember penulis dapat mengetahui objek pajak

penghasilan pasal 4 ayat (2) khususnya jasa konstruksi, jasa konstruksi yang

digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember antara lain untuk

pembangunan saluran drainase, pemeliharaan berkala jalan, peningkatan jalan,

pembangunan/peningkatan jembatan dan pemeliharaan jembatan. Dengan

digunakanya jasa konstruksi tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Jember wajib melakukan pemotongan pajak atas jasa yang telah digunakanya dari

wajib pajak lain. Penghitungan dan pemotongan pajak atas jasa konstruksi yang

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember sudah sesuai dengan tarif

yang ada pada PP nomor 51 Tahun 2008, sehingga rekanan hanya menerima bukti

potong Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2).

Dalam melakukan penyetoran, bagian keuangan menunjuk bendahara

pengeluaran untuk melakukan penyetoran ke Bank Jatim atas Pajak Penghasilan pasal

4 ayat (2) atas jasa pembangunan saluran drainase dengan membawa Surat Setoran

Pajak (SSP), penyetoran dilakukan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pihak bank akan mengambil SSP lembar ke-2 dan ke-4. Setelah melakukan

penyetoran bendahara pengeluaran harus melakukan pelaporan ke KPP pratama

dengan menyerahkan SSP lembar ke-3, lampiran bukti potong Pajak Penghasilan

pasal 4 ayat (2), serta SPT masa PPh pasal 4 ayat (2). Pelaporan Pajak Penghasilan

pasal 4 ayat (2) ke KPP Pratama paing lambat tanggal 20 bulan berikutnya yang

sesuai dengan PMK No. 187/PMK.03/2008. Dengan demikian penulis dapat lebih

memahami bagai mana cara menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan

pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi
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5.2 SARAN

Berdasarkan pengamatan penulis selama melakukan Praktek Kerja Nyata pada

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jember perlu adanya penambahan fasilitas

internet agar dapat mengetahui pembaruan undang-undang perpajakan. Harus ada

partisipasi jika ada undangan seminar untuk mengetahui pembaruan tentang e-spt

yang sudah diterapkan untuk melakukan pelaporan pajak secara online, karena hal

tersebut dapat mempermudah bagian keuangan terutama bendahara pengeluaran

untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan pajak. Pada instansi diperlukan

pembelajaran untuk mengoprasikan komputer bagi karyawan atau karyawati Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga Jember yang masih belum dapat mengoprasikan

komputer.
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 51 TAHUN 2008 

TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyederhanakan pengenaan Pajak 
Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi 
dan memberikan kemudahan serta mengurangi beban 
administrasi bagi Wajib Pajak, perlu mengatur kembali 
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa 
konstruksi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3985);

MEMUTUSKAN : … 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 

 
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN 
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI. 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:  

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya 
disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan.  

2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi 
perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa 
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 
rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan 
beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan 
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata 
lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya 
untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik 
lain.  

4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh 
orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang 
profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang 
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen 
perencanaan bangunan fisik lain. 

5. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh  
orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang 
profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang 
mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk 
mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk 
bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya 
pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan 
fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, 
pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement 
and construction) serta model penggabungan perencanaan 
dan pembangunan (design and build). 

6. Pengawasan ... 
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6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang 
pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional 
di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu 
melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan 
diserahterimakan.  

7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan 
termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan 
jasa konstruksi. 

8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk 
bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya 
menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai 
perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan 
pengawas konstruksi maupun sub-subnya. 

9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang 
tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara 
keseluruhan.  

 

 
Pasal 2 

 
Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak 
Penghasilan yang bersifat final.  

  
 

Pasal 3 
 

(1) Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi 
adalah sebagai berikut: 

a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang 
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki 
kualifikasi usaha kecil; 

b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi 
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak 
memiliki kualifikasi usaha; 

c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang 
dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; 

d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi 
atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh 
Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan 

e. 6% (enam persen) ... 
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e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau 
Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia 
Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.  

 
(2) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif 

Pajak Penghasilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tidak termasuk Pajak Penghasilan atas sisa laba bentuk 
usaha tetap setelah Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

 
 

Pasal 4 
 

Sisa laba dari bentuk usaha tetap setelah Pajak Penghasilan 
yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2), dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh atau 
sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran 
Pajak Berganda. 

 
 

Pasal 5 
 

(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2: 

a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, 
dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; 
atau 

b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal 
Pengguna Jasa bukan merupakan  pemotong pajak.  

(2) Besarnya Pajak Penghasilan yang dipotong atau disetor 
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai, dikalikan  tarif Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); atau 

b. jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak 
Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam 
hal Pajak Penghasilan disetor sendiri oleh Penyedia 
Jasa. 

(3) Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan 
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi. 

 

Pasal 6 … 
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Pasal 6 

 

(1) Dalam hal terdapat selisih kekurangan Pajak Penghasilan 
yang terutang berdasarkan Nilai Kontrak Jasa Konstruksi 
dengan Pajak Penghasilan berdasarkan pembayaran yang 
telah dipotong atau disetor sendiri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), selisih kekurangan 
tersebut disetor sendiri oleh Penyedia Jasa. 

(2) Dalam hal Nilai Kontrak Jasa Konstruksi tidak dibayar 
sepenuhnya oleh Pengguna Jasa, atas Nilai Kontrak Jasa 
Konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terutang 
Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan syarat Nilai 
Kontrak Jasa Konstruksi yang tidak dibayar tersebut 
dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. 

(3) Piutang yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan piutang yang nyata-nyata tidak 
dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) huruf h Undang-Undang PPh. 

(4) Dalam hal piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagih 
kembali, tetap dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat 
final.  

 
Pasal 7 

 

(1) Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas 
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh 
Penyedia Jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang 
terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. 

(2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh Penyedia 
Jasa dari luar usaha Jasa Konstruksi dikenakan tarif 
berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh. 

(3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan 
usaha Jasa Konstruksi termasuk dalam perhitungan Nilai 
Kontrak Jasa Konstruksi yang dikenakan Pajak 
Penghasilan yang bersifat final. 

 
 
 
 
 

Pasal 8 … 
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Pasal 8 
 

Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas 
biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi.  

 
 

Pasal 9 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, 
pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan 
Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa 
Konstruksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 

Pasal 10 

(1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 
Januari 2008 diatur:  

a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan 
Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;  

b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak 
setelah tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak 
Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa 
sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat 
dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008. 

 
Pasal 11 

 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan 
Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 12 

 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 
Januari 2008. 

Agar … 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

                                          
 
 

 Ditetapkan di Jakarta 

                                         pada tanggal 20 Juli 2008                                  

                                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
      

         ttd 
 

                                         DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Juli 2008                                
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                REPUBLIK INDONESIA, 
 

   ttd 
 

                 ANDI MATTALATTA 
 
 
 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  2008 NOMOR 109 
 

 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan 
Bidang Perekonomian dan Industri, 

 

 

 

SETIO SAPTO NUGROHO 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 51 TAHUN 2008 

TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI 

 
 

I. UMUM 
 

Agar kondisi usaha Jasa Konstruksi dapat berkembang sesuai dengan 
perkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakukan tersendiri terhadap 
pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yaitu dengan 
dikenakan pajak yang bersifat final. Perlakuan tersendiri tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam 
menghitung pengenaan Pajak Penghasilan sehingga tidak menambah beban 
administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk 
lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang bergerak di 
bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Dalam rangka memberikan perlakuan tersendiri tersebut dan berdasarkan 
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang 
mengatur bahwa ketentuan mengenai pengenaan pajak atas penghasilan 
tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka perlu mengatur 
kembali pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha Jasa 
Konstruksi dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tarif Pajak Penghasilan yang 
bersifat final atas usaha Jasa Konstruksi dan kewajiban pemotong pajak 
untuk memotong Pajak Penghasilan atas penghasilan usaha Jasa 
Konstruksi yang diterima oleh Penyedia Jasa.  
 

II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 … 
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Pasal 3 

 Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “kualifikasi usaha” adalah 
stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang 
dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “Penyedia Jasa selain Penyedia 
Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b” 
antara lain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha 
menengah atau kualifikasi usaha besar. 

Huruf d 

 Cukup jelas. 

Huruf e 

 Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 4 

 Cukup jelas. 
 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”pemotong pajak” adalah badan 
Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk 
usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh 
Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak 
Penghasilan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”bukan merupakan pemotong 
pajak” antara lain badan internasional yang bukan Subjek 
Pajak dan perwakilan negara asing. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 6 … 
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Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4881 
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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 187/PMK.03/2008

TENTANG

TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN
PENATAUSAHAAN

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA
KONSTRUKSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata cara Pemotongan,
Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3986);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4481);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATACARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang
PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2000.

2. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa
konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing
beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

4. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang
mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan
fisik lain.

5. Pelaksunaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang
mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di
dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan
dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan
(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan
perencanaan dan pembangunan (design and build).

6. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan
yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi,
yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan
pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

7. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang
memerlukan layanan jasa konstruksi.

8. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana
konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya.

9. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak
jasa konstruksi secara keseluruhan.
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Pasal 2

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat
final.

Pasal 3

Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 2 adalah
sebagai berikut:

a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;

b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;

c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia
Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi
yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pasal 4

(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

a. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa
merupakan pemotong pajak; atau

b. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan
pemotong pajak.

(2) Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai,
dikalikan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3)
Besarnya, Pajak Penghasilan yang disetor sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai, dikalikan taril Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(4) Jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau jumlah penerimaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian dari Nilai
Kontrak Jasa Konstruksi.
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Pasal 5

(1) Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a disetor ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
setelah dilakukan pemotongan pajak.

(2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disetor
sendiri oleh Penyedia Jasa ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelaha
penerimaan pembayaran dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

(3) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,
maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(4) Pembayaran Pajak Penghasilan atau Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan
dengan Surat Setoran Pajak.

(5) Pemotong Pajak Penghasilan memberikan tanda bukti pemotongan kepada Penyedia
Jasa yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.

Pasal 6

(1) Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),
wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran.

(2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampian Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari
libur nasional, maka saat penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dapat dilakukan
pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

(1) Dalam hal Penyedia Jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh.

(2) Dasar pengenaan pajak Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang PPh adalah Penghasilan
Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal
dikurangi dengan Pajak Penghasilan termasuk Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 8

(1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Januari 2008 diatur :

a. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sampai dengan tanggal 31
Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan
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Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

b. untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak setelah tanggal 31
Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Atas
Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

(2) Tata cara pengenaan Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari
kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

(3) Tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan atas pengenaan
Pajak Penghasilan untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan ini.

(4) Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau disetor berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran Pajak Penghasilan yang
bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, sepanjang
memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan tersebut dilakukan terhadap
penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak yang
ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008; dan

b. Pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebagaimana tersebut pada huruf
a dilakukan paling lama sampai dengan akhir bulan ditetapkannya Peraturan
Menteri Keuangan ini.

(5) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final
setelah dilakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan
pembayaran Pajak Penghasilan tersebut wajib disetor oleh Penyedia Jasa paling lama
tanggal 15 Desember 2008.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 559/KMK.04/2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa
Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai
daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2008
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan
meningkatkan  pelayanan  kepada  Wajib  Pajak  dan  untuk
lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi
perkembangan di bidang teknologi informasi dan
perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan
material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun  1983  tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan  . . .
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566);

b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga   berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan  Undang-Undang,  dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

2. Wajib . . .
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2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan   baik yang   melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam
bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,
mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah
pabean,  melakukan  usaha  jasa,  atau memanfaatkan
jasa dari luar daerah pabean.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang
melakukan  penyerahan  Barang  Kena Pajak  dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
1984 dan perubahannya.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang  dalam suatu jangka
waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-
Undang ini.

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun
buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

9. Bagian  . . .
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9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1
(satu) Tahun Pajak.

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam Masa Pajak,  dalam Tahun
Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau
bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak.

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan  formulir  atau  telah  dilakukan  dengan
cara  lain  ke  kas  negara melalui  tempat  pembayaran
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang
meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar.

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat  . . .
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19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar  daripada  pajak  yang terutang  atau seharusnya
tidak terutang.

20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
pajak dan biaya penagihan pajak.

22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan
pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak
karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak
atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang
dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas
penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri,
dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah
dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan
pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah
dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang
terutang.

24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh
orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai
usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak
terikat oleh suatu hubungan kerja.

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau
bukti  berupa  keterangan,  tulisan,  atau  benda  yang
dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat
bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di
bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

27. Pemeriksaan . . .

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


- 66 -

27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan
tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di
bidang perpajakan.

28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,
termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan  secara  teratur  untuk  mengumpulkan  data
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca, dan laporan laba rugi untuk  periode Tahun
Pajak tersebut.

30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian Surat
Pemberitahuan dan   lampiran-lampirannya termasuk
penilaian tentang kebenaran penulisan dan
penghitungannya.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan   penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang
terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan
Pajak,  Surat  Keputusan  Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, . . .
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Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak,   atau   Surat   Keputusan   Pemberian Imbalan
Bunga.

34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan
pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dapat diajukan gugatan.

37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan
Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan
kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh
Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau
Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.

38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk
Wajib Pajak tertentu.

39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah
surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan
bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.

40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman,
tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara
langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan,
atau putusan disampaikan secara langsung.

41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos
pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima
secara langsung adalah tanggal pada saat surat,
keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

2. Ketentuan . . .
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2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga   berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan
subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal
Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi tempat tinggal
atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan
Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan
usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha
dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:

a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan
usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat
(2); dan/atau

b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal
Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang
pribadi pengusaha tertentu.

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok
Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena
Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau
Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/atau ayat (2).

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang
diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai
sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif

dan obyektif . . .
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dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima)
tahun  sebelum  diterbitkannya  Nomor  Pokok  Wajib
Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha
Kena Pajak.

(5) Jangka  waktu  pendaftaran  dan  pelaporan serta tata
cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh
Direktur Jenderal Pajak apabila:

a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok
Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli
warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak
memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan;

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian
atau penggabungan usaha;

c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan
kegiatan usahanya di Indonesia; atau

d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk
menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari
Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak
orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib
Pajak   badan,   sejak   tanggal   permohonan   diterima
secara lengkap.

(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas
permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

(9) Direktur . . .
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(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan
pemeriksaan harus memberikan keputusan atas
permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga   berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan
dengan benar,   lengkap,   dan   jelas, dalam bahasa
Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka
Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani
serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.

(1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri
Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan
dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang
selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan
menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang
diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan
stempel,  atau  tanda  tangan  elektronik  atau  digital,
yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang
sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Wajib  . . .
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(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di
tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
atau mengambil dengan cara lain yang tata cara
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
adalah:
a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20

(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama
3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4
(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan
beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat
Pemberitahuan Masa.

(3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan
dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara
pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau
dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus disertai dengan penghitungan sementara pajak
yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat
Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan
pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.

(5a) Apabila . . .
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(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai
batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau
batas waktu perpanjangan penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.

(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan
dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara
yang digunakan untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan
apabila:

a. Surat      Pemberitahuan      tidak      ditandatangani
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Surat  Pemberitahuan  tidak  sepenuhnya  dilampiri
keterangan dan/atau dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (6);

c.  Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar
disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau
Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara
tertulis; atau

d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur
Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau
menerbitkan surat ketetapan pajak.

(7a) Apabila     Surat     Pemberitahuan     dianggap     tidak
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada
Wajib Pajak.

(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud
pada  ayat (1)  adalah  Wajib Pajak  Pajak  Penghasilan
tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal  4

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan dengan   benar,   lengkap, jelas, dan
menandatanganinya.

(2) Surat . . .
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(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus
ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa
dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan
menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa
khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat
Pemberitahuan.

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan
harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba  rugi serta keterangan lain
yang diperlukan untuk menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak.

(4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib
Pajak.

(4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak
dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat
Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas,
sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak
disampaikan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3
ayat (7) huruf b.

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat
Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga   berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh
Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus
diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk
dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.

(2) Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  dapat dikirimkan
melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau
dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

(3) Tanda . . .
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(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk
penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti
dan tanggal penerimaan sepanjang Surat
Pemberitahuan tersebut telah lengkap.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga   berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
terhadap:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah  meninggal
dunia;

b. Wajib   Pajak   orang   pribadi   yang sudah   tidak
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

c.  Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai
warga negara asing yang tidak tinggal lagi di
Indonesia;

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan
lagi di Indonesia;

e.  Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan
usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

f. Bendahara . . .
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f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang
ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan; atau

h. Wajib    Pajak    lain    yang diatur    dengan    atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga   berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 8

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan dengan menyampaikan pernyataan
tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan.

(1a) Dalam     hal     pembetulan     Surat Pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi
atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan
harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum
daluwarsa penetapan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang
pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2a) Dalam  hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat
Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak
menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(3) Walaupun . . .
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(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan,
tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai
adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap
ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak
akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak
dengan kemauan sendiri mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai
pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang
sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi
berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh
persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan
pemeriksaan,  dengan  syarat Direktur  Jenderal Pajak
belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak
dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan
dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran
pengisian Surat Pemberitahuan yang telah
disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang
dapat mengakibatkan:
a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih

besar atau lebih kecil;
b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi

lebih kecil atau lebih besar;
c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;

atau
d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat
dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang
dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum
laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan
Tahunan  yang  telah  disampaikan,  dalam  hal  Wajib
Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat
Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,
Putusan Banding,  atau  Putusan  Peninjauan Kembali

Tahun . . .
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Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak
sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda
dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan
tersebut,  dalam  jangka waktu  3  (tiga)  bulan setelah
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan
syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan
tindakan pemeriksaan.

9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga   berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang
untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing
jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah
saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang
berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal
jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak,
dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal
jatuh tempo    penyampaian    Surat    Pemberitahuan
Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai
dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(3) Surat . . .

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


- 1818
-

(3) Surat Tagihan  Pajak,  Surat  Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta
Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus
dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.

(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah
tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama
menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak termasuk
kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang
terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke
kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila
telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima
pembayaran yang berwenang atau apabila telah
mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan
pelaporannya serta tata cara mengangsur dan
menunda pembayaran pajak diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

11. Ketentuan  . . .
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11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal
17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan
ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak
mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(1a) Kelebihan  pembayaran  pajak  sebagai  akibat  adanya
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan
Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan
ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang
pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a)
dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan
Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17C atau Pasal
17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak
diterimanya  Putusan  Banding  atau  Putusan
Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak.
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